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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT |l DEMAK

Menimbang

Mengingat

NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 5 TAHUN 1987
TENTANG PASAR YANG DIKUASAI OLFH PEMERINTAH-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESa

BUPATI KEPALA DAERAE TINGKAT II DEMAK

[

e

bahwa dengan teclah sclesainya pelaksanaan pemba =
ngunan Pasar Hasil Bumi di Desa Bango, Kecamatan =
Demak , penggunaannya belum diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 -
Tehun 1987 tentang Pasar yang dikuasai oleh Peme -
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak , sehingga
dipandang perlu mengatur penggunaan Pasar Hasil Bu

mi tengsebut j

bahwa schubungan dengan hal tersebut dipandang per
lu meninjou kemball Peraturan Daerah tersebut un -

tuk diteangken dalam Peraturan Daerah Perubahan .

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang- Pokok-po-

kok Pemerintahan di Daerah j

Undang~undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangvPemben -
tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Pro
pinsi Jawa Tengah j

Undang=undang Homor 12 / Drt Tahun 1957 tentang -

Peraturan Umum Retribusi Daerah j

Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Aca
ra Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta -
hun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang -

Hukum Acara Pidana j .

5- Peraturan cesecoscccee



Dengan Persetujuan

kat II Demak

Me
Menetapkan

2o

Peraturan Baerch Kabupaten Daerah Tingkat II Demak -
Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pasar yang dikuasail oleh=

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak =

 Nomor 5 Tohun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri -

S8ipil di lingkungan Pemcrintah Kabupaten Daerah Ting
kat II Demak j

Peraturan Paerah Kabupaten Doerah Tingkat II Demak -
Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, Kebersihon -~
dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Ting . =
cat II Demak o

Dewan Perwakilan Rokyat Daerah Kabupaten Daerah Ting
MuEMUTUSKAN 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK -
TENTANG PERUBALHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABU?ATEN
DAERsH TINGKAT II DEMAK NOMOR 5. TAHUN L987:TENTANG Lx
PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II DEMAK

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak =~
Nomof 5 Tahun 1987 tentang Basar yang dikuasal olehe
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat'II Demak , yang-
telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Dae~

rah Tingkat I Jaws Tengeh tanggal 30 September 1987-

‘Nomor 188.3/292/1987 dan diundangkan dalam Lembaran-

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 =
Tohun 1987 Seri B , diubah scbagai berikut ¢

A. Pasal 1 ditambah dengan 2 (dua) rincian huruf ba~
ru yaitu huruf k dan 1 , yang berbunyi sebagai -

berikut :

ke Pasar Hasil Bumi adalah Pasar yang disediakan=
. untuk jénis komodite tertentu yoang meliputi ha
cil Bumi atau palawija seperti : Beras/gabah,-
kwaci, kedelai, kacang hijau, kacang tanah,sor
gum, jagung, gapleck, katul dan lain-lain seje-

nisnyae

1. Menelantarkdn cssssvss



1. Menelantarkan tempat dasaran adalah tempat dasaran yang -
dengan sengaja tidalk dipergunékan untuk berjualan oleh =
penokai/penyewn selama 1 (satu) bulan berturut—turut atau
12 (dua belas) kall hari pasaran tanpa memberitahukan ter
lebih dahulu kepada Kepala Pasar dan tidok membayar Retri

busi Pasar .

B. Pasal 8 ditambahkan 2 ( dua ) ayat baru yaitu ayat(€)den ayat (

yang berbunyl sevagal berikut 3

(6). . Bagi pembeli atau penjual komodite hasil bumi seper
ti beras/gabah, kwaci , kacang hujai, kacang tanah,
kedelai , katul , sorgum, gaplek dan lain«+lain yang
sejenisnya diwajibkan melaksanakan kegiatan jual be
1i terscbhut di dolam Pasar Hasil Bumi yang telah di

_ disediakon .

(7) . Bagi Benguscha Penyosohan Beras/ Penggilingan padi/
Selep/huller dan Pengusaha Pergudangan / Pengusaha-
lainnya yang dalam menjalankan pekerjaannya meliputi
jual beli Hasil Bumi / Beras yang dalam kondisi ter
tentu tidak / belum memungkinkan dapat ditampung -
di dealam Posar Hasil Bumi , Bupati Kepala Daerah da
pat menunjul tempat sebagal teapat jual beli ter =
sebut dengen wewoiibon sebagaimana tersebut dalam -

Pasal 9 avat (6) harui o .

.

Ce Pasol 9 ayat (3) buruf & don b , serta.ayat.(4#) diubah -
untuk selanjutaya ditewhaan dengan 1 (satu) ayat baru -
yaitu ayat (8) sehingge selurubnya berbunyi sebagai ber -~

ikut 3

(3)o, Tarip pembayaran Retribusi Daerah untuk ternak be -
sar tiop hari pasaran sebesar Rp 600,00 ( enam ra -
tus rupiah ) tiap ekor ( sapi, kerbau, kuda ) dan =~
Rp 300,00 ( tiga ratus rupiah ) tiap ekor ternak ke
cil § kambing dan domba ) serta Rp 50,00 ( lima pu-
luh rupiah ) tiap ekor kelinci don unggas macam -

apapun .

b. Tarip ® 8 90 P OO0 S OCOS FESDO
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be Tarip pembayaran Retribusi Daerah untuk sepeda motor -
Rp 250,00 ( dua ratus lima puluh rupiah ) dan -
Rp 100,00 ( seratus rupiah ) untuk sepeda »

Besarnya Beaya Ijin Dasaron sebagaimana dimaksud oo ..0 o,

ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah inivditetapkan ma=

sing—masiﬁg sebesar Rp 1.500,00 ( seribu lima ratus ru . -

piah ) untuk jangka waktu'satu tahun atan dua belas bu -

lan .

Besarnya biaya hdministrasi pelimpahan/balik nama Ijin Da

saban di dalam atau di luar los ditetapkan sebesur 15 ¥ -

Coe

lima belas perseratus ) dari thksiran nilai jual

Besarnya taksiran nilai jual ditetapkan oleh Kepala Dinas

Uaerah .

Pendapatan

(8) Tarip pemakaian tempat/tempat dasaran pada Pasar Hasil Bumi

diatur sebagai berikut :

Qe

Co

Bagi pedagang tctap atau tidak tetap yang membeli di Pa-
sar Hasil Bumi diwajibkan membayar Retribusi Basar seba-
paimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah -

Kabupaten Daerah Tingkat IT Demak Nomor 5 Tahun 1987 3

Bagi penjucl jasa timbongan/tukang timbang di luar mau -

pun di dalam los pasar diwajibkan membayar Retribusi Pa-

sar sebesar Rp 250,0C ( dua ratus lima pulubh rupiah ) -

per hari ;

Bagi penjual Hasil Bumi diwajibkan membayar Retribusi Pa

sar sebesar @

~ Untuk jenis komodite kwaci Rp 60,00 (enam puluh rupidhl
per karung ;

- Untdk.jenis komedite kedelai Rp 50400 ( lima puluh ru-
pish ) per karung ; )

= Untuk jenis komodite gabah Rp 20,00 ( dua puluh ru -
piah ) per karung ; ' ‘

- Untuk jenis komodite kacang hijau, kacahg tanah -

RP 40,0C ( ‘empat puluh rupiah ) per karung ;

hand Untuk U0 OOSEEOOEPOOVOS O




- Untuk jenis komodite beras Rp 30,00 ( tiga puluh rupiah)

per karung ;

- Untuk jenis komodite sorgum / jagung / gaplek / katul/-
kedelai Rp 25,00 ( dua puluh lima rupiah ) per karung .

d. Untuk barang dogangan yang ditinggallﬁan/ disimpan di luar-
los pasar diwajibkan membayar retribuci sewa tempat sebe-
sar 50 % dari tarip yang telah ditetapkan dalom Pasal 9 -
~ayat (8) huruf c .
Do Judul Bob VII diuvbah dan dibaca "KETENTUAN LARANGAN DAN KEWAJIBAR!
Bs Poscl 16 ditumbohkan rincicn huruf ooru yeitu buruf g dan r yong -
berbunyi sectazai berikut :
ge Menelangarkan tempat dasaran/bangunan j
r. Membongkar muat dagangan , mangadekan transaksi/kegiaton-
jual beli untuk jenis komodite tertentu seperti beras/go-
bah, jegung, kwaci, kedelai, sorgum, katul dan lain-laine-
yang sejenis , dittempat-tempat penyosohan beras, penggi-
lingan padi , dibladan jalan , gudang-gudang perseorangon
di rumah-rumch penduduk atau di luar Pasar Hasil Bumi tan
pa. seijin Kepala Dinas Pendapatan Daerah .
¥y, Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan satu Pasal baru =
yaitu Pasal 164 . '

Pasal 16 A
Pemakai Tempat doan atzu RBangunan Pasar Daerah berkewajiban -
untuk @

ae. Mengajukan Ijin atau perpanjangen Ijin kepada KeﬁalavDinas

Pendapatan Daerah ;

b. Memelihara dan merawat keutuhan tempat atau bangunan Pa -~

sar yang dipakai / disewa

ce Memberitahukan kepada Kepala Pasar apabila berhalangan -

untuk berjualan di Pasar 3

de Menjadi Warga Pemakai tempaly dan atau bangunan Pasar yang-

baik dan bertanggung jawab ;

€ Sel(’l]__u /noo--_oooo

£\




Ge

ee Selalu menjaga ketenteraman dan kerukunan sesama pe
dagang atau sesama pemakail tenpat dan atau bangunan

pasar

f« Bertanggung jawab terhadeap kebersihan , keamanan .-
ketertiban dan kcbersihan tempat dasaran dan ling.™

kungannya

g« Menggunakan tempat dan atau bangunan sesuai dengan-

Ijin yang diberikan .

BiB IX Ketentuan Judnl dirubah, dan selanjutnya Pasal=-
18 dirubah s sehingga seluruhnya berbunyi sebagai ber=-
ikut |

B ABIX
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 4, 5 (1), 7y 8y 9 dan =~
10 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana de~
ngan ancaman nukuman kurungan selama-lamanye 6(e -
(enam) bulan atou denda setinggi~-tingginya -
Rp 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) .

§2) Tanpa mengurangi ketentuan torscbut ayat (1) Pasal
' ini , dapat juga dikenakan pencabutan Ijin , perin
tah pengosongan tanpa syarat bagi tempat = tempote-
dasaran/bangunan oleh Kepala Dinas Pendapatan Dae

rah .

(3) Selain Pejobat Penyidik Polisi Republik Indonesia-
yang bertugas menyidik tindak pidana ,rdilakukan -
juga oleh Penyidik‘Pogawai Negeri Sipil di ling =
kungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan s kewe~
nangan dan dalem menjalankan tugasnya sesuai de =

ngan peraturan perundang-undangan yoang berlaku .

Pasal II ®0I060000Ds0000SPOPEEEE
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Pasal IX
Peraturan Daerah ini mulali berlaka pada tanggal di
undangkan .

Agar supaya sebiap orong dapab  mengetahul
nya memerintahkan pengundangan Peraturan Daeral
ini. dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ko
bupaten Daerah Tingkat II Demalk .

Demaky 30 Maret 1992
y
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

TEN DALRAH TINGKAT II TINGKAT IT DEMAK

e 3OEKARLAN A

0

Diundongkan pada tunggal 3

PR ©, dolom Lembaro
DISAH
. i . 1K AN
Daerch Kubupoten Daerch Ting Dengan  Kepumsin  Gubernur
tat II Demok Nowor 24 Tahun 1932 Kepala Dacrah Tingkat 1
. Jawa Tengah
Seri B Nomor 7 . Tanggal : 4, ~8‘(993 ..... No./df}:fﬂ/_fg;lf/ygz

o ) LS LAY AH  DAERAH TINGK.
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH : AT T

TINGKAT II DEMAK ‘
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